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Kredit bermasalah merupakan resiko bisnis yang wajar melekat pada dunia perbankan, tetapi nilai kredit
bermasal ah yang sangat besar pada skala nasional telah menjadi salah satu sebab melemahnya kondisi
perbankan Indonesia. Kondisi perbankan yang lemah merupakan salah satu dari tiga mata rantai penting di
dalam lingkaran permasalahan yang membelenggu perekonomian Indonesia selamakrisis.

<br /><br />

Untuk mernperbaiki kondisi perbankan yang lemah dibutuhkan langkah komprehensif yang tidak hanya
mencakup perbaikan kondisi neraca perbankan, tetapi juga neraca dunia usaha dan sistem yang
mempengaruhi kedua sektor tersebut, Salah satu sistem dimaksud adalah sistem penyelesaian kredit
bermasalah.

<br /><br />

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) adalah bagian dari sistem penyelesaian kredit
bennasalah di Indonesia. DJPLN melaksanakan pengurusan kredit bermasalah yang mengandung unsur
piutang negara, berdasarkan Undang-undang No.49 Prp tahun 1960. Saat ini DJPLN menangani piutang
negara perbankan berupa kredit macet kategori 5 dari bank pemerintah, serta piutang negara non perbankan.
<br /><br />

Pada tulisan ini, penulis mengemukakan tugas pengurusan piutang negara perbankan yang dilaksanakan
DJPLN, serta potensi penyempumaan dan pemberdayaan |lembaga tersebut menuju tugas dan fungsi yang
lebih luas dalam sistem penyelesaian kredit bermasalah. Dua sasaran yang diusulkan penulis dalam kajian
ini adalah : 1. Sasaran jangka panjang DJPLN untuk menjadi satu-satunya lembaga khusus pengurus kredit
bermasalah di Indonesia; dan 2, Sasaran jangka menengah DJPLN untuk mengambil alih tugas pengurusan
kredil bermasalah yang merupakan piutang negara di Divisi Asset Management Credit Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (AMC-BPPN) pada akhir tahun 2004.

<br /><br />

Selain itu, dalam tulisan ini penulis juga mengemukakan kondisi kredit bermasalah dan dampak negatifhya
bagi perekonomian Indonesia, skema restrukturisasi perbankan nasional dan restrukturisasi sektor swasta
yang sedang dijalankan saat ini, sertalembaga-lembaga lain yang menangani penyelesaian kredit
bermasalah di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

<br /><br />

Salah satu dari lembaga lain dimaksud adalah Diviss AMC-BPPN. Lembaga ini disajikan sebagai
benchmark bagi DJPLN karena tugas dan wewenang yang dijalankan kedua lembaga tersebut memiliki
sgjumlah persamaan. Kagjian atas Diviss AMC-BPPN ini jugaterkait langsung dengan kajian atas DJPLN,
mengingat sasaran jangka menengah DJPLN yang digjukan dalam tulisan ini didasarkan pada ketentuan
tentang masa tugas BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 yang berakhir pada akhir
tahun 2004.
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<br /><br />

Dari hasil analisa diperoleh gambaran bahwa DJPLN memiliki peluang untuk mencapal kedua sasaran
sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat |embaga tersebut mel aksanakan langkah-langkah
penyempurnaan organisasi, perluasan wewenang, dan pemberdayaan fimgs yang dijalankan secara.
berkesinambungan.

<br /><br />

Pada akhir tulisan ini penulis mengajukan sejumlah saran tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan
DJPLN dalam kerangka penyempuraaan dan pemberdayaan |lembaga tersebut untuk mencapai kedua sasaran
jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan.



